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Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana meningkatkan pemasukan
retribusi daerah dari sektor parkir di kota Balikpapan, dan apa saja faktor
penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor parkir
di kota Balikpapan,. Artikel ini menyoroti tentang wajib retribusi serta bersarnya
tarif retribus parkir, prosedur pemungutan retribusi, pengawasan pemungutan
retribuss dan meningkatkan kapasitas penerimaan, faktor penghambatnya.
Temuan menunjukan bahwa wajib retribus serta besarnya tarif yang di tetapkan
bisa di terima masyarakat, prosedur pemungutan retribusi juga berjalan dengan
baik, pengawasan pemungutan retribus sudah berjalan dengan baik sesuai
dengan Peraturan Daerah Balikpapan, meningkatkan kapasitas penerimaan
sudah sesuai dengan peraturan daerah yang di tetapkan walikota. faktor
penghambat dalam penelitian ini adalah maraknya parkir liar, serta mash
minimnya sarana dan prasarana parkir di kota Balikpapan

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah gekopg menjadi
tanggung jawab warga negara dan masyarakatnyanigailengan pembangunan
daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapataahdaemjadi sangat penting
karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesegriemasyarakat, dengan
pembangunan daerah yang serasi dan terpadu digeréaicanaan pembangunan
yang baik efisien dan efektif maka akan terciptan&edirian daerah dan
kemajuan yang merata diseluruh wilayah indonesia.

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk nmgpnbanasyarakat
seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersdak hanya mengejar
kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup kebahluraspek kehidupan
masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbiasggala bidang dalam
rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yaegata materil dan
spiritual.

Menurut undang-undang No.32 Thn. 2004 tentang petaéan daerah
menetapkan otonomi daerah seluas-luasnya dan sidm prinsip NKRI,
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Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai wakyenang dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri arusamerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengamurnpergterundang-undangan,
Pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengekaimardperah demi
terciptanya kemandirian sebuah daerah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 200hntegntetribusi daerah,
Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupgdatena sesuai dengan objek-
objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengaraturan perundang-
undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Resinlasa Umum, Jasa usaha,
dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objebustryang dikelola oleh daerah,
termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Balikpaysitu Retribusi Jasa
Usaha. Dalam Peraturan Daerah kota Balikpapanpgatdajenis Retribusi jasa
usaha, salah satunya yaitu Retribusi Parkir keadgakzermotor, Sebagaimana
terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapandido tahun 2006.

Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis netiibyang memiliki
potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaann Namun dalam
kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi pakkta Balikpapan bisa
dikatakan masih belum maksimal karena masih addmgabatan dalam
pengelolaan parkir, salah satu contohnya masihyadaarkir liar dan sistem
pengelolaan parkir yang ada belum maksimal, sehinggrpengaruh kepada
pendapatan asli daerah kota Balikpapan,

Target dan Realisas Pendaptan Adi daerah Sektor Parkir
K ota Balikpapan

TAHUN TARGET REALISASI
2011 Rp. 4.100.000.000, Rp. 4.420.000,
2012 Rp. 5.100.000.000, Rp. 5.800.000,
2013 Rp. 6.100.000.000, 277

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan

Dari tabel diatas, dari sektor retribusi parkirmasg menunjukan angka
yang melampaui target yang di tetapkan, akan tetagih terselip masalah dalam
meningkatkan sumber pendapatan yang bersumberrekaitbusui parkir ini,
Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melaktos Parkir Pemerintah
kota Balikpapan terus berusaha untuk lebih giaardalnemaksimalkan potensi
yang ada, mengingat peran dari Retribusi parkiperanya sangat besar jika di
kelola dengan benar, sehingga dapat menambah pemnassli bagi Kota
Balikpapan

1284



Retribusi Parkir Kota Balikpapan (Ardin Fattah)

Kerangka Dasar Teori
Retribus Parkir

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:88), retritagalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemizmidartentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Haerduk kepentingan orang
pribadi atau badan, Kesit Bambang Prakosa (2003j88a menjelaskan
pengertian dari retribusi yang dikenakan terhadapg pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yanglidisen atau diberikan
oleh pemerintah.

Sedangkan pengertian parkir menurut Pignataro3)197enjelaskan bahwa
parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendgraabil, sepeda motor,
sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktuspatiaruang tertentu. Ruang
tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau grafatyang disediakan untuk
menampung kendaraan tersebut. Retribusi diharaplkamadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan peurtzanglaerah, untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan maayakégnurut Pasal 1 ayat
(28) UU No. 34 Tahun 2000 :"Retribusi adalah puagutdaerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin terteatg ¥husus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untukrk@man orang pribadi atau
badan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusik tiin merupakan
pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemeddiagaihh untuk menyediakan
sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memekepéntingan warga
msyarakat baik individu maupun badan atau koorpodemngan kewajiban
memberikan pengganti berupa uang sebagai pemakakataerah.

Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggatiber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusinsgbg telah ditetapkan,
sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkam sksuai dengan aspirasi
masyarakat. Secara umum Retribusi merupakan pemarayenjib dari penduduk
kepada negara karena adanya jasa tertentu yangkdibeoleh negara bagi
penduduknya secara perorangan, atau pungutan ykkylkén daerah karena
adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyatg ¢#oerikan oleh pemerintah
daerah ( Mamesah, 1995). Soelarno dalam buku Adtrasi Pendapatan Daerah
mendefinisikan bahwa Retribusi adalah :“Pungutamegrentah (pusat/daerah)
kepada badan atau orang berdasarkan norma-normg tgdah ditetapkan
berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas pemaalsecara langsung dan
untuk kepentinagn orang atau badan yang memerlukan”

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dakiam rangka
menyelenggarakan pemerintahan daerah, keuangaahdselalu melekat denga
pengertian APBN yakni suatu rencana keuangan tahdaerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan, Pengelolaan keuangan damsddiputi keseluruhan
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kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaaataypgahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akbar (2002:23) Keuanagan daerah adalah semua &akkewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintatfahdg@ng dapat dinilai
dengan uang, termasuk, didalamnya segala bentuky&ak yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangai@aean dan pendapaatan
dan belanja dearah.

Menurut Halim (2001:19) mengartikan keuangan daembaga semua
hak dan kewajiban yang dapat dinilai, dengan deaikiula segala sesuatubaik
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikany&ekadaerah sepanjang
belum dimiliki atau dikuasai oleh negara/daerahgy&ebih tinggi serta pihak-
pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan pangadndangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memubageai kebijakan
terkait denganperencanaan, pelaksanaan, penatansdaa pertanggungjawaban
keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencdiasainkan agar seluruh
proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapatumddkan latar
belakang pengambilan keputusan dalampenetapankatajakan umum, skala
prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusiber daya dengan melibatkan
partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunanD A&&pat
memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antareepatah daerah dan DPRD,
maupun di lingkungan internal pemerintah daerahgPelaan keuangan daerah
juga menerapkan prinsip anggaran berbasis kinddgkumen penyusunan
anggaran yang disampaikan oleh masing-masing S&tega Perangkat Daerah
(SKPD) disusun dalam format Rencana Kerja dan AraggéRKA) SKPD dan
harus betulbetul dapat menyajikan informasi yangsjetentang tujuan, sasaran,
serta korelasi antara besaran anggaran (beban da@njeharga satuan) dengan
manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperaiedsyarakat dari suatu
kegiatan yang dianggarkan.

Dalam hal ini, penerapan anggaran berbasis kimegagandung makna
bahwa setiap penyelenggara negara berkewajibark ln@anggungjawab atas
hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Asipelyd yang penting adalah
keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengagapggaran oleh pemerintah
daerah sedemikian rupa, sehingga sinkron dengéaderkebijakan Pemerintah.
Di samping itu, dari sisi pelaksanaan APBD telaatudi mengenai pemberian
peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sgteigawasan pengeluaran
dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perendegzngan, pengelolaan
piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengalolearang milik daerah,
larangan penyitaan uang dan barang milik daerahatdtan yang dikuasai
negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjaw&iizd, serta akuntansi
dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi darpgrata dilakukan dalam
rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transaraDalam rangka
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pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel desspéwam, pemerintah daerah
wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran.

2. Neraca.

3. Laporan Arus.

4. KasCatatan atas.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengamaBtakuntansi
Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor B4nT2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 8 Tahun 200@&ngnPelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, datamgka menilai ketaatan dan
kewajaran sebelum dilaporkan kepada masyarakat lunel@PRD, laporan
keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Bdelameriksa Keuangan (BPK)
sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004. Dalam tataran im@fgasinya,penerapan
pengelolaan keuangan daerah telah ditindaklanjuti

Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaysabbagi seluruh
kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah sebagai hetkgpasa dan juga publik
sevis telsh berusaha semaksimal mungkin untuk npatdaziaya-biaya tersebut
dari semua sektor. Untuk menentukan biaya-biayaamadan nilainya itu adalah
semata-mata menjadi kekuasaan Negara, yaitu pdaferkita. pengelolaan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakmedsifkan, agar tercapai
keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas perhanman pembangunan serta
dapat mendukung terciptanya aparat yang bersilbedanggung jawab.

Menurut Marhayudi (2002:285) menyatakan bahwantiik meningkatkan
pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanadakepasyarakat serta
peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerahrldkaa penyediaan
sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasiteyaadai”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapgaag diperoleh
pemerintah daerah dari berbagai sumber yang dikataperdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan ripgae di daerah.
kebijakan keuangan daerah berhubungan erat demipgjakan keuangan negara.
Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangaapitguga berhubungan
dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dagatsegi, yaitu penyelenggaraan
pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungk,ithaka diperlukan
perencanaan. Perencanaan Pendapatan Asli Daerf) (leAu dilakukan secara
matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang Wkaik diketahui dengan ciri
antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidagad dalam konteks
pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resilu®d dan praktis.

Sutrisno (1995:45) menyatakan bahwa “Pendapatan Pa&erah ialah
kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumbefapatan, baik yang
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah nrautari sumber-sumber
pendapatan lainnya Berdasarkan pandangan tersefaumiirut penulis bahwa

1287




eJournal llmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 3, 2013: 1283-1292

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar l&Egipsdaerah dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangudan, sekaligus
merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadamsasyarakat dalam
mendukung pemerintah dalam menggali sumber- sunitEdapatan Asli
Daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pendapatrah salah
satu factor penting dalam mengukur secara nyataakgman daerah dalam
pe;aksanaan otonomi, pendapatan daerah menyanghya imendapatkan uang
maupun membelanjakannya sehingga masalah yang Itidddam keuangan
daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itui digal didistribusikan.
Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk mempértdrget Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, ypsmnannya perlu
memperhitungkan berbagai faktor.

M etode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitfaradalah penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalgtlang memaparkan dan bertujuan
memberikan penjelasan dari variable yang di téMfinerut Moleong (2000 : 6)
mengemukakan deskriptif adalah data yang dikumpulkeerupa tulisan,
gambaran dan bukan angka-angka. Dari pendapaijetaskan peneliti deskriptif
dalam penyajian data itu lebi kepada kata-kata athsan, kalimat, gambaran
juga bias merupakan naska wawancara, catatan lapadgkumen pribadi dan
resmi, hal ini di sebabkan karena adanya penerapgade kualitatif, sehingga
penulisan ini menggambarkan dan mengetahui perafasalyang diteliti dalam
hal ini yakni mengenai “Retribusi Parkir Dalam Megkatkan Pendapatan Asli
Daerah”

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Retribus Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Adi Daerah Kota
Balikpapan

Dalam artikel ini yang menjadi pokok baha$etribusi Parkir
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah KotakBapan, penulis akan
menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberalazs fpenelitian, sebagai
berikut :

Wajib Retribus Dan Tarif Retribusi

Menurut Kaho (1993) wajib retribusi adalah oramidpgdi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusijibikeen untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemgaairibusi tertentu.

Perda kota Balikpapan No 09 Tahun 2011 telah ntangaingutan untuk
setiap pengendara sesuai dengan tarif yang telagtagikan sehingga pengendara
yang mendapat pelayanan parkir wajib membayarbretriyang besarnya telah
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ditentukan sehingga dalam pelaksaannya di harapkempu memberi
pemasukan yang optimal bagi Kas Daerah dan habeniaku untuk semua
kendaraan.

Kota Balikpapan dalam melaksanakan pungutan teph&dajib retribusi
yang dikenakan, ditentukan besarnya tarif retribvesdasarkan Peraturan Daerah
No. 09 Tahun 2011 sebagai berikut :

Tarif Pungutan Melalui System Pungut Di Tempat

JenisKendaraan Tarif Keterangan
Sepeda Motor (R2) Rp. 1000 Sekali Parkir
Mobil Penumpang Rp. 2000 Sekali Parkir
Mobil Barang / Bus Rp. 3000 Sekali Parki

Sumber : Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.09 Tahun 2011

Prosedur Pemungutan Retribusi
Prosedur pemungutan retribusi menurut data yapgraleh dari Dinas
Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut
1. Petugas pemungut setiap hari melakukan pemumgké&gpada wajib
retribusi dengan menyerahkan lembar karcis sesurggan beban retribusi.
2. Petugas pemungut menerima uang hasil peumamg
3. Selanjutnya petugas pemungut menyetorkak ®ecara harian maupun
bulanan uang hasil pemungutan retribusi kebag@anliy pendapatan di
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
4. Bendahara pembantu penerima membuat bukianhanaupun buku
bulanan penerimaan retribusi atau hasil uang pgaotan retribusi yang
disetor oleh petugas pemungut.
5. Bendahara pembantu penerimaan tiap harakukhn perhitungan dan
penyetoran ke Dinas Pendapatan Kota Balikpapan.

Pengawasan Pemungutan Retribus

Pengelolaan perparkiran memiliki kemampuan untulemivantu
memecahkan masalah-masalah transportasi seperntekamatau kepadatan lalu
lintas. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala dpehiubungan bahwa proses
Pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribugpai@n hal yang penting
sekali dilakukan hal ini dilakukan untuk mengurargisiko adanya tindak
penyelengan yang dilakukan petugas di lapangan ngghi mampu
mengoptimalkan pemasukan. Menurut Handoko (1998pseR® pengawasan
biasanya terdiri dari paling sedikit lima tahapn@kah). Namun disimpulkan
pelaksanaan Standar mengandung arti sebagai sattanspengukuran yang
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dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian-essl. Tujuan, sasaran,
kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakanaetiagdar.

Hal ini menjelaskan dalam sebuah proses pemundwegiatan perlu di
adakan sebuah proses pengawasan yang baik hahtuk menghidari adanya
penyelewengan atau pun pelanggaran yang dapat ifsergkan potensi-potensi
optimalisasi pungutan yang akan berdampak padaripeen retribusi parkir,
Disamping faktor pendukung tersebut diatas faktinnya adalah adanya
monitoring serta evaluasi terhadap beberapa tidkgy dia anggap sebagai
penyumbang retribusi terbanyak dan yang tidak metogugkan segi pemasukan

Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Tindakan Yang dilakukan oleh daerah yaitu antara taemperbaiki
prosedur dan kapasitas penerimaan, meningkatkaaskap penerimaan dari
setiap lokasi-lokasi yang bisa dijadikan sebag@loparkir, Dinas Perhubungan
telah merencanakan untuk meningkatkan kapasiteeripgaan kedepannya, guna
untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektwibR& Parkir, upaya yang
di lakukan Dinas Perhubungan kota Balikpapan gurengoptimalkan dan
meningkatkan kapasitas yang kuat untuk memanfaatk@mgembangkan, dan
mengambil langkah-langkah kebijakan yang stratpgitu diwujudkan melalui
komitmen yang kuat, baik oleh aparatur pemerintahupnn masyarakat
Meningkatkan Kapasitas penerimaan merupakan had yamgat perlu untuk
dilakukan, peningkatan kapasitas penerimaan datibRei Parkir merupakan
bentuk untuk mewujudkan peningkatan dari pendapasardaerah, menurut Adi
D (2001:58) yang dikutip dalam kamus bahasa Inanestilah peningkatan
berasal dari kata dasar Tingkat yang berarti ldpis sesuatu yang bersusun dan
peningkatan berarti kemajuan. Melihat Penjelasaatadi peningkatan berarti
proses kearah yang lebih baik, mengalami kemajualand pengembangan
sumber daya yang ada dan pemanfaatan potensi-pgaeigsada

Kesimpulan

Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi yang di tetapkaleh Pemerintah Kota
Balikpapan tidak menjadi masalah, sebagaimana yaggjadi Wajib Retribusi
yaitu Setiap orang/sekelompok yang menggunakatiteasiang di tetapkan oleh
Pemerintah yang di kenakan tarif yang telah diptea oleh pemerintah,
Sementara besarnya tariff retribusi parkir jugakidhenjadi masalah, dan | nilai
sudah sesuai.

Prosedur Pemungutan Retribusi Yang dilakukan oiela$Perhubungan kota
Balikpapan sudah berjalan dengan Sesuai prosechg gda, dan tidak ada
kendala sama sekali dalam melakukan pemngutahretribusi tersebut.

Pengawasan Pemungutan Retribusi juga sudah bergdanai yang di
tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota BalikpapananAketapi waktu
pengawasan masih di nilai kurang, dkarenakan tatik nya waktu yang pasti
untuk melakukan pengawasan di lapangan, sehinggaisa menimbulkan

1290



Retribusi Parkir Kota Balikpapan (Ardin Fattah)

kecurangan yang di lakukan oleh petugas parkir agiahigan dalam proses
pemungutan retribusi parkir.

Meningkatkan kapasitas penerimaan juga gencar klikém oleh Dinas
Perhubungan Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kedabkpapan terus
melakukan Survey kepada tempat yang berpotensighitiuntuk di jadikan
tempat kantong-kantong parkir.

Saran
Untuk Dlnas Perhubungan Kota Balikapapan agar teneningkatkan

pengawasan terhadap petugas parkir di lapangagn&ani dapat meminimalisir
kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi, jugarapkan Pmerintah Kota
Balikpapan juga dapat menyediakan Lahan parkir ykelgh besar karena
banyaknya jumlah kendaraan yang ada di kota Bai&paetapi tidak di imbangi
dengan ketersedian lahan parkir yang memadai. pighgkatkan lagi tempat-
tempat atau lahan-lahan yang sekiranya memilikemsit parkir yang optimal,
seperti mini market dan perkantoran, sehingga mampmandongkrak lagi
pendapatan daerah dari sektor parkir, Kemudian @ethnya kegiatan rajia rutin
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan bebemagtansi Dinas, guna
merajia, mengatasi dan menjaring juru parkir yiang nantinya diberikan
pembinaan dan pelatihan untuk diarahkan menjadi jparkir yang bisa
mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah dari selddkip
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